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Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit 
Bank dengan Jaminan Personal Guarantee Pada BRI Unit Banyorang, Kecamatan 
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan personal guarantee pada BRI 
Unit Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan bagaimana hak 
dan kewajiban penjamin pada BRI Cabang Banyorang Kecamatan Tompobulu 
Kabupaten Bantaeng. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis data 
yang disusun secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, studi 
kepustakaan dan observasi. 
 Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa prosedur pemberian 
kredit pada BRI Unit Banyorang yaitu dengan memasukkan berkas seperti foto copy 
KTP, foto copy Kartu Keluarga dan foto copy Keterangan Usaha. Setelah data atau 
informasi tersebut diperiksa maka salah satu staff marketing melalkukan peninjauan 
langsung terhadap usah yang dijalankan oleh calon debitur.  Hak penjamin adalah 
penjamin dapat menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dipakai untuk 
membayar utangnya sedangkan kewajibannya yaitu penjamin sebagai seorang 
cadangan yang bertanggung jawab membayar utang debitur jika dia tidak mampu 
membayar utangnya.  
 Implikasi penelitian pada skripsi ini adalah Prosedur pemberian kredit di BRI 
Unit Banyorang yang diberlakukan baik dan menurut penulis prosedur tersebut harus 
ditingkatkan lagi agar  kerugian yang terjadi antara pihak bank atau nasabah dapat 
berkurang. pihak bank harus lebih pandai dalam memberikan kredit dengan jaminan 






A. Latar Belakang  
Kehidupan dunia usaha saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 
pinjam meminjam. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai tempat 
bagi perusahaan pemerintah, swasta mau pun orang perorangan untuk miminjam 
uang atau lebih sering disebut dengan kredit. Dalam masyarakat umum istilah 
kredit. Istilah kredit pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi atau bahkan 
sudah popular dan merakyat. Sehingga sering disebut dengan istilah utang.
1
 
Peranan lembaga bank kemudian terus ditata dan diperbaiki dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  perbankan 
kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang untuk 
selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan.  
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana  dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau 
bentuk bentuk  lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana 
masyarakat dalam bentuk simpanan ( funding ) dan menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit ( lending ).
2
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Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya mendasarkan pada factor 
financial, yang mencakup tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja dan 
kemampuan calon debitur. Namun demikian dengan memperhatikan adanya 
prudential banking principles, maka faktor financial saja belum cukup untuk 
memberikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan 
menguntungkan.  
Kredit dari sisi bank merupakan sumber pendapatan yang memberikan 
konstribusi yang besar bagi pendapatan bank itu sendiri.
3
Sedangkan bagi 
masyarakat atau nasabahnya kredit dapat membantu dalam permodalan guna 
meningkatkan pendapatannya. Jadi dengan kata lain terdapat unsure yag esensial 
dari kredit bank yaitu adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap 
nasabah peminjam sebagai debitur. Prinsip kepercayaan ini disebut juga dengan 
fiduciary relationship.Prinsip tersebut diperlukan dalam hubungan timbale balik 
antara kreditur dan debitur.
4
 Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya 
keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan sungguh-
sungguh akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu  sesuai dengan 
kesepakatan. Disisi lain, pada saat masyarakat menyimpan dananya atau meminta 
layanan jasa-jasa perbankan maka masyarakat sebagai nasabah harus percaya 
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 Suharno, Analisa Kredit (Jakarta:Djambatan 2003) Hal.2. 
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bahwa dana yang disimoan pada bank tidak akan hilang agar pemanfaatan jasa-
jasa perbankan akan terlaksana dengan baik dan menguntungkan para pihak. 
Dalam menjalankan usahanya dibidang penyaluran kredit, bank dapat 
menghadapi resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat ketidakmampuan 
nasabah atau debitur mengembalikan pinjaman dari bank beserta bunganya 
sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
5
Untuk menghadapi resiko 
tersebut,bank dalam menjalankan fungsinya, harus menggunakan prinsip kehati-
hatian dan  harus memiliki keyakinan serta kemampuan dan kesanngupan debitur 
melunasi utang tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.
6
 
Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan 
pengkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara 
keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit 
yang disalurkan. Untuk memberikan kreditnya, bank wajib memiliki keyakinan 
berdasarkan analisis yang mendalam atas I’tikad baik dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi utangnya. 
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank 
harus melakukan peniliaan yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, 
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Hesty Irwan, Penelitian Tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka 
Menggerakkan Sektor Riil (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum  Nasional Departemen Kehakiman dan 
Hak Asasi Manusia RI,2001) hal. 63.  
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agunan, dan prospek usaha dari nasabah atau debitur.
7
Seyogianya bank 
melakukan analisis kredit yang seksama, teliti dan cermat dan didasarkan pada 
data yang actual dan akurat.Sehingga bank tidak keliru dalam mengambil 
keputusannya. Oleh karena itu, setiap  pemberian kredit tentunya telah memenuhi 
ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas pengkreditan yang sehat. Demikian 
pula pemberian kreditnya juga telah didasarkan pada penilaian yang jujur, 
objektif dan terlepas dari pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
pemohon kredit. Bank harus meyakini bahwa kredit yang akan diberikannya 
dapat dilunasi pada waktunya oleh debitur.
8
 
Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjamuang, pihak kreditur 
meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta 
kekayaan untuk kepentingan pelunsan utang, apabila setelah jangka waktu yang 
diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi utangnya.
9
 Jaminan dalam 
pengkreditan mempunyai makna yang sangat penting,karena jaminan merupakan 
benteng terakhir apabila debitur wanprestasi atau mengalami kegagalan dalam 
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Rachmadi Usman,Aspek Aspek Hukum Perbankan Indonesia  hal 225.   
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menyelesaikan kewajiban kepada pihak bank.
10




Tujuan jaminan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank.
12
Dalam 
prakteknya, tiap-tiap bank mempunyai aturan intern perbankan mengenai syarat-
syarat pemberian kredit sebagai pedoman, yang dimaksud sebagai tindak 
pengamanan bank. Untuk lebih menjaga keamanannya bank akan melakukan 
pengikatan perjanjian kredit dan meminta  jaminan dari debitur.  
Jaminan kredit oleh calon debitur atau debitur diharapkan dapat 
membantu memperlancar proses analisis pemberian kredit dari bank, yang 
dengan demikian jaminan kredit tersebut haruslah secured and 
marketable,secured artinya jaminan tersebut dapat diadakan pengikatannya 
secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang 
berlaku. Dengan demikian jika dikemudian hari terjadi wanprestasi terhadap 
debitur maka pihak bank telah mempunyai bukti yang kuat untuk mengambil 
tindakan secara hukum.Marketable artinya jaminan tersebut perlu dan dapat 
                                                             
10
Suharno, Analisa Kredit Hal 40 
 
11




 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia (Jakarta, PT RajaGrafindo 




dieksekusi tetapi jaminan tersebut sangat mudah untuk dijual atau diuangkan 
untuk melunasi utang debitur.
13
 
Secara garis besar dikenal dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan 
umum dan jaminan khusus. Jaminan secara umum dapat kita lihat pada pasal 
1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “segala kebendaan seseorang, baik 
yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru aka ada 
dikemudian hari menjadi tanggungan  setiap perikatan perorangan”. 
Jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan debitur 
kepada kreditur, hak-hak tagihan yang tidak mempunyai hak saling mendahului 
antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya. 
Jaminan khusus biasanya dimintakan pada jumlah kredit yang terbilang 
besar. Jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan yang diberikan oleh debitur 
kepada kreditur yang hak-hak tagihannya mempunyai hak mendahului sehingga 
berkedudukan sebagai sebagai kreditur privilege( hakpreverent ).
14
Jaminan yang 
diberikan kepada kreditur tersebut dapat berupa jaminan kebendaan maupun 
perorangan. 
Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas 
suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas 
benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti 
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bendanya dan dapat dialihkan.Jaminan kebendaan dapat diikat dengan lembaga 
hak tanggungan, gadai, fidusia dan cessie yang dapat diadakan debitur dengan 
bank dan dapat juga diadakan antara pihak ketiga yang memiliki jaminan 
kebendaan tersebut serta sebagai pihak yang menjamin dipenuhinya kewajiban si 
berutang ( debitur ) dengan bank, sehingga hak kebendaan tersebut memberikan 
kekuasaan yang langsung terhadap bendanya.  
Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan 
langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur 
tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.
15
 Dalam pengertian lain 
dikatakan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan 
seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya dipenuhinya utang-utang si 
berutang atau debitur. Perjanjian ini bahkan dapat di adakan di luar atau tanpa 
sepengetahuan si berutang.
16
Pihak ketiga yang melakukan penanggungan utang 
atau penjamin dapat dilakukan oleh perorangan yang pengikatan jaminannya 
dalam bentuk personal guarantee. 
Bagi bank hadirnya jaminan perorangan atau personal guarantee dapat 
memberikan keyakinan kepada bank terhadap kredit yang diberikan kepada 
debitur akan dikembalikan. Apabila kredit tidak dikembalikan yang 
menimbulkan kredit macet, maka bank telah memiliki sumber pelunasan yang 
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berasal dari jaminan yang diberikan termasuk meminta penjamin atau 
penanggung utang untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu jaminan 
memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil 
penjualan kekayaan yang dijaminkan.
17
 
Ketentuan yang mengatur tentang masalah penjaminan utang diatur dalam 
Bab Ke Tujuh Belas mulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH 
Perdata. Penjamin atau penanggung baru menjadi debitur atau mempunyai 
kewajiban untuk membayar setelah debitur utama yang utangnya ditanggung 
gagal janji atau wanprestasi, dimana harta benda milik debitur utama telah disita 
atau dilelang terlebih dahulu dan apabila hasilnya tidak mencukupi untuk 
melunasi kewajibannya, atau debitur utama tidak mempunyai harta apapun, maka 
kreditur dapat menuntut penjamin atau penanggung.
18
 
Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1821 KUH Perdata yang 
menyatakan bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok 
yang sah.”Oleh karena itu, pemberian personal guarantee harus menyebut 
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Untuk memberikan perlindungan bagi seorang penjamin atau penanggung 
utang dalam melaksanakan kewajibannya, undang-undang memberikan hak 
istimewa kepad seorang penjamin atau penanggung,yaitu 
Pasal 1831 KUH Perdata disebutkan bahwa : 
Sipenanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya 
jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu 
di sita atau dinjual untuk melunasi utangnya. 
Selanjutnya pasal 1832 KUH Perdata menyebutkan bahwa : 
Seorang penjamin atau penanggung tidak dapat menuntut hak untuk melakukan 
penyitaan dan penjualan harta kekayaan debitur terlebih dahulu, apabila.  
a. Penjamin atau penanggung melepaskan hak istimewanya untuk menuntut 
agar benda-benda milik si berutang  terlebih dahulu disita dan dijual. 
b. Penjamin dan penanggung mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si 
berutang utama secara tanggung menanggung, dalam hal mana akibat 
perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk perjanjian 
tersebut.  
c. Si berutang atau debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang mengenai 
dirinya secara pribadi. 
d. Si berutang atau debitur berada dalam keadaan pailit 
e. Dalam hal penjamininan yang diperintahkan oleh hakim. 




Namun dalam prakteknya setiap kreditur atau bank selalu meminta 
penjamin untuk melepaskan hak istimewanya, sehingga apabila debitur ingkar 
janji, penjamin dapat diminta pertanggung jawabannya secara langsung.Janji 
untuk melepaskan hak istimewa yersebut yaitu hak untuk menuntut lebih dahulu 
debitur utama yang senantiasa diperjanjikan dalam praktek ini, menjadi 
kebiasaan yang selalu diperjanjikan. Sehingga kebiasaan mengadakan perjanjian 
pelepasan hak istimewa demikian harus dianggap diam-diam telah rercantum 
dalam perjanjian personal guarantee tersebut.
20
 
Dari ketentuan yang ada dan perkembangan yang terjadi dalam praktek, 
serta adanya beberapa masalah yang muncul dalam dunia perbankan, di 
antaranya tentang prosedur pemberian kredit dengan jaminan personal guarantee 
serta hak dan kewajiban penjamin pada Bank BRI cabang Banyorang, 
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Hal ini menimbulkan rasa 
keingintahuan penulis dan menyusunnya di dalam skripsi yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan 
Personal Guarantee” ( Studi pada BRI Unit Banyorang, Kecamatan 
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ) 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus dan Deskripsi fokus dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
yang jelas tentang variael yang diteliti sehingga dapat menyamakan persepsi 
antara penulis dan pembaca. Adapun variabel yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah “ Tinjauan Yuridis formal yang mana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta dijelaskan pula dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab ke Tujuh belas mulai dari Pasal 1820 
sampai dengan Pasal 1850 yang menjelaskan tentang penjamin dan penanggung.  
Adapun variabel selanjutnya adalah tentang Pemberian Kredit dengan  
Jaminan Personal Guarantee yaitu jaminan perorangan yang merupakan jaminan 
yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu. Hanya dapat 
dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap kekayaan debitur umumnya. 
Perjanjian ini juga dapat diadakan diluar atau tanpa sepengetahuan si berutang. 
Pihak ketiga yang melakukan penanggungan utang atau penjamin dapat dilakukan 
oleh perorangan yang pengikatan jaminannya dalam bentuk Personal Guarantee.  
BRI Unit Banyorang terletak di JL. Pendidikan, Kelurahan Banyorang, 
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang berfungsi untuk berbagai 
keperluaan yang berhubungan dengan bank tersebut seperti menabung, 
mengambil uang tabungan, menukarkan mata uang rupiah maupun asing, 
membuat atau menggunakan kartu ATM, serta mengambil pinjaman dengan 





C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka hal-
hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain : 
1. Bagaimana prosedur pemberian kredit dengan Jaminan personal guarantee 
pada BRI Unit Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng? 
2. Bagaimana Hak dan Kewajiban Penjamin pada BRI Unit Banyorang 
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng ? 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Kajian pustaka berisi uraian mengenai hsil-hasil penelitian yang 
pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan 
dengan penelitian yang akan dilakukan ataupun dari beberapa dari beberapa buku 
yang membahas pendapat ataupun pandangan beberapa ahli. Terdapat beberapa 
literatur yang didalamnya membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap 
Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Personal Guarantee (Studi Pada Bank 
BRI Cabang Medan), sebagai berikut : 
Hasil penelitian berupa skripsi yang disusun oleh Yorri Sumako 
Wahongan yang berjudul ’’Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Bank 





 Skripsi ini membahas mengenai prosedur pemberian kredit, hak dan 
kewajiban penjamin serta pelaksanaan dan upaya penyelesaian yang dilakukan 
oleh PT. Bank BRI (Persero) tbk Wilayah Medan dalam memberikan kredit 
dengan jaminan personal guarantee, namun dalam proposal yang penulis tulis 
hanya membahas tentang prosedur pemberian kredit serta hak dan kewajiban 
penjamin dengan jaminan personal guarantee. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan personal 
guarantee pada BRI Unit Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten 
Bantaeng. 
b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban penjamin pada BRI Unit 
Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng 
2. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 
konsentarasi hukum Perdata. 
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b. Sebagai bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa jurusan ilmu 
hukum serta pihak lain yang ingin mengetahui seprti apa pemberian 









A. Tinjauan Umum Tentang Kredit  
1. Pengertian Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia 
Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, creder yang 
berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit 
dari bank adalah tentu orang yang mendapat kepercayaan dari bank.Hal ini 
menunjukkan bahwa yang menjadi dasar dari pemberian kredit adalah adanya 
kepercayaan dari pihak bank terhadap calon debitur atau debitur. 
Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan 
seseorang atau badan usaha untuk menjamin uang untuk membeli berbagai 
kebetuhan dan produk, dan akan mengembalikannya kembali pada jangka waktu 
yang telah diperjanjikan.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kredit adalah pinjaman uang 
dengan pembayaran pengembalian secara mengansur atau pinjaman sampai batas 
jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Dan dalam Pasal 1 
butir 11 Undang-Undang Nomor 10 atas perubahan Undang-undang Nomor  7 
tentang perbankan menyatakan bahwa, kredit adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dan 
persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan 
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang tertentu  




Berdasarkan pengertian diatas menunjukka bahwa prestasi yang wajib 
dilakukan oleh debitur atau kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak 
semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
1
 
Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, 
penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan 
kredit dilakukan dengan berpedoman pada formula 4P dan 5C, adapun formula 
4P dapat diuraikan sebagai berikut:  
a. Personality  
Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian 
sipemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya 
dalam berusaha,pergaulan dalam masyarakat,dan lain-lain. Hal ini sangat 
diperlukan untuk menetukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon 
kredit. 
b. Purpose  
Selain mengenai kepribadian dari pemohon kredit, bank juga mencari data 
tentang tujuan penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank 
yang bersangkutan. 
c. Prospect 
Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam 
tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh sipemohon kredit. Misalnya 
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apakah usaha yang dijalankan sipemohon kredit mempunyai prospek 
dikemudian hari ditinjau dari segi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. 
d. Payment 
Bahwa dalam penyaluran kredit,bank harus mengetahui dengan jelas mengenai 
kemampuan sipemohon kredit untuk melunasi utang dengan jumlah dan jangka 
waktu yang telah ditentukan.
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Adapun formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut ; 
a. Character 
Bahwa calon nasabah atau debitur memiliki watak,moral dan sifat pribadi yang 
baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui kejujuran 
integritas,dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban 
dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui 
riwayat usaha,dan informasi usaha-usaha sejenis. 
b. Capacity 
Capacity merupakan kemapuan calon nasabah debitur untuk mengelola 
kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga 
usahanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan,yang 
menjamin bahwa dia mampu melunasi utang kreditnya dengan jumlah dan 
jangka waktu yang telah ditentukan. 
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c. Capital  
Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal 
yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata mata 
didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada 
bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga 
segala sumber yang telah ada dapat berjalan efektif.  
d. Collateral 
Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan 
sarana pengaman atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasi nasabah 
debitur dikemudian hari, misalnya kredit macet.Jaminan ini diharapkan dapat 
melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya. 
e. Condition of economy 
Bahwa dalam pemberian kredit bank, kondisi ekonomi secara umum dan 
kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank 
untuk memperkecil resiko yang akan terjadi dikemudian hari yang diakibatkan 
oleh kondisi ekonomi tersebut. Dalam masyarakat modern, perjanjian dapat 
dibuat secara lisan maupun tulisan.Banyak sekali istilah dan pengertian hukum 
perjanjian yang kita temukan. Secara yuridis, Pasal 1313 KUH Perdata 
menyebutkan “ Perjanjian adalah suatu pebuatan dengan mana satu orang atau 




pasalini sangat jelas bahwa persetujuan satu pihak, yaitu persetujuan yang 
hanya menimbulkan satu pihak saja.
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Syarat sah dari perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW 
tersebut dapat diuraikan secara jelas dan rinci sebagai berikut : 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (consensus) 
Sepakat pada hakikatnya merupakan penawaran satu pihak yang 
diterima/disetujui pihak lainnya, sehingga dalam suatu perjanjian timbal-balik 
terdapat dua penawaran dan dua penerimaan/persetujuan, yaitu: Pertama, 
pihak penjual menawarkan barang jualannya dan pihak pembeli menyetujui 
untuk menerima barang itu. Kedua, pihak pembeli menawarkan sejumlah 
uang kepada pihak penjual dan pihak penjual menyetujui untuk menerima 
uang itu sebagai harga barangnya. 
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian (capacity) 
Syarat cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah 
dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa menurut Pasal 330 ayat 
(1) BW bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 
genap 21  (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dengan 
demikian, orang-orang yang cakap membuat perjanjian pada dasarnya adalah 
semua orang sebagai subjek hukum.Dikecualikan sebagai orang cakap 
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membuat perjanjian adalah anak-anak yang belum genap 21 tahun, orang yang 
ditaruh di bawah pengawasan (curatele), dan orang yang sakit jiwa (gila). 
c. Suatu hal tertentu (a certain subject matter) 
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian.Syarat ini diperlukan untuk 
dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan.Rasio hukumnya 
sehingga objek perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan adalah demi 
kepastian tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mengadakan 
perjanjian. 
d. Suatu sebab yang halal (legal causa)  
Istilah kausa berasal dari bahasa Latin yang arti leksikalnya adalah “sebab” 
yaitu sesuatu yang menyebabkan atau mendorong orang melakukan suatu 
perbuatan. Namun, kata sebab ini jika dikaitkan denga kata “halal” 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 BW,makakata sebab disini tidak 
diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang 
membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri 




2. Jenis-Jenis Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia 
Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan. 
Dalam hal ini kredit tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pembangunan. 
Awalnya kredit diberikan atas dasar kepercayaan murni terhadap nasabah. 
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Dengan perkembangan zaman maka ada pula perkembangan mengenai kredit 
sehingga kredit memiliki unsur-unsur yang membuatnya memiliki landasan dan 
berkembanglah pembagian kredit tersebut. 
Bahwa berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat 
digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu : 
a. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan 
kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka 
rehabilitasi, modernisasi, perluasan, atau pun pendirian proyek baru, 
misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang 
pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai 
tersebut. Jadi, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang 
yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan 
untuk rehabilitasi, modernisasi, peluasan, proyek penempatan kembali 
dan/atau pembuatan proyek baru. 
b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam 
rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam 
satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat 
diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat 
juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan 
modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk 




c. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan 
kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi 
dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan 
bulanan nasabah debitur yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit 
konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk 
kredit kepemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk 




3. Tujuan dan Fungsi Kredit 
`Tujuan kredit diberikan tidak terlepas dari misa bank, namun adapun 
tujuan utama diberikannya kredit adalah sebagai berikiut: 
a. Mencari keuntungan  
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil pemberian kredit tersebut. Hasil 
tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas 
jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan 
ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Namun jika bank tersebut terus-
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b. Membantu usaha nasabah 
Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, 
baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut 
debitur dapat mengembangkan usahanya. 
c. Membantu pemerintah 
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 
perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti ada 
peningkatan pembangunan diberbagai sektor.
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Mengenai  kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Meningkatkan daya guna uang 
b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 
c. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang 
d. Sebagai salah satu stabilitas ekonomi 
e. Meningkatkan kegairahan usaha  
f. Meningkatkan pemertaan pendapatan, dan 
g. Meningkatkan hubungan internasional7 
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4. Para Pihak Perjanjiian Dalam Kredit 
Para pihak dalam kredit pada dasarnya hanya ada dua, yaitu kreditur 
(bank) dan debitur. Namun masalahnya akan menjadi lain apabila barang 
jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang turut serta menandatangani perjanjian 




Para pihak yang ada dalam suatu perjanjian kredit adalah sebagai 
berikut: 
a. Pihak kreditur atau bank 
Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.10 tentang perbankan menyatakan 
bahwa, biasanya pihak kreditur adalah bank. “Bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank. 
b. Pihak debitur atau nasabah 
Dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 10 tentang perbankan disebutkan 
bahwa pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Ada 
dua jenis nasabah bank yaitu Pertama Nasabah penyimpan, yakni nasabah 
yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan 
perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, Kedua Nasabah 
                                                             




debitur, yakni nasabah yang memperoleh kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syari’ah.
9
   
c. Pihak Penjamin atau Personal Guarantee 
Penjamin atau personal guarantee adalah jaminan seorang pihak ketiga yang 
bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. 
Yang dimaksud dengan penjamin adalah pihak ketiga yang bukan 
merupakan debitur, bisa saja orang perorangan atau korporasi yang berbadan 
hukum maupun tidak berbadan hukum dengan mengadakan perjanjian 
dengan pihak kreditur agar ia menjadi penjamin dalam pelunasan hutang 
debitur kepada kreditur apabila debitur tersebut melakukan wanprestasi. 
Tujuan adanya penjamin adalah untuk menjamin agar hutang yang telah 
diberikan kepada debitur oleh kreditur dapat terjamin pengembaliannya.   
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Bank 
1. Pengertian Jaminan dan Penjamin Dalam KUH Perdata 
Jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan 
pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.
10
Dalam hukum jaminan 
tidak memuat pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur, 
melainkan mengatur mengenai perlindungan hukum bagi debitur. Maksudnya 
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hukum jaminan tidak mengatur tentang hak-hak kreditur melainkan secara 
bersamaan mengatur mengenai hak-hak kreditur dan debitur.
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Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang di atur oleh 
ketentuan-ketentuan KUHPerdata adalah sebagai berikut : 
a. Kedudukan harta pihak peminjam 
b. Kedudukan pihak pemberi jaminan 




Istilah jaminan berasal dari istilah “zekeheid” atau “cautie” merupakan 
terjemahan bahasa belanda, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau 
melunasi utangnya kepada kreditur, yang di lakukan dengan cara menahan benda 
tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atau pinjaman atau utang 
yang di terima debitur terhadap kreditur. Istilah “zekerheid” atau “cautie” 
mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin kalau tagihan itu dapat 
terpenuhi, di samping itu juga memuat pertanggung jawaban debitur. 
Adapun istilah “agunan”, ketentuan Pasal angka 23 Undang Undang 
nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa “ 
 “Agunan adalah jaminan tambahan yang di serahkan nasabah debitur 
kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 
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berdasarkan prinsip syari’ah”: Jaminan secara umum di atur dalam 
Pasal 1131 KUHPerdata yang menetapkan bahwa “segala hak 
kebendaan debitur baik yang bergerak maupun  tidak  bergerak, baik 
yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi 
tanggungan untuk segala perikatannya.
13
 
Agunan dalam konstruksinya merupakan jaminan tambahan demi 
mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Agunan memiliki beberapa unsur antara 
lain : 
a. Jaminan tambahan 
b. Di serahkan oleh debitur kepada bank 
c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembayaran.  
Dalam persfektif  hukum perbankan, agunan dapat di bedakan atas 2 
macam yaitu, agunan pokok dan agunan tambahan. Hal ini di jelasakan dalam 
Pasal 8  ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998. Agunan pokok adalah barang, 
surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang di biayai 
dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang yang di beli dengan kredit yang 
dijaminkan, proyek yang di biayai dengan kredit yang bersangkutan, maupun 
debitur. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi 
                                                             




yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang di biayai dengan kredit yang 
bersangkutan, yang di tambahkan sebagai agunan.
14
 
Mariam Darus juga menyatakan jaminan sebagai suatu tanggungan yang 
di berikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk 
menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.
15
 
Sesuai dengan perumusan mengenai pengertian jaminan di atas maka 
sebagai kesimpulannya, jaminan merupakan suatu pertanggungan atas pinjaman 
fasilitas kredit yang di berikan debitur kepada kreditur sehingga pinjaman 
tersebut lunas di bayar. Jaminan itu dapat berupa kebendaan maupun perorangan 
apabila debitur tersebut wanprestasi maka jaminan yang berupa kebendaan 
tersebut dapat di nilai dengan uang sedangkan jaminan perorangan wajib 
mempertanggung jawabkan pinjaman tersebut.  
Penjamin adalah pihak ketiga yang bukan merupakan debitur, bisa saja 
perorangan atau korporasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum 
dengan mengadakan perjanjian kreditur agar ia menjadi penjamin dalam 
pelunasan utang debitur kepada kreditur apabila debitur telah melakukan 
wanprestasi. Tujuan adanya penjamin adalah untuk menjamin agar utang debitur 
terhadap kreditur dapat  terjamin pengembaliannya. Penjamin juga sering si sebut 
dengan personal guarantee atau jaminan perorangan.  
                                                             
14 Rachnadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan,(Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h.68 
 
15
 Mariam Darus Badrul  Zaman, Permasalah Hukum Hak Jaminan,(Hukum Bisnis Volume 




2. Jenis-Jenis Jaminan  
Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia 
dan yang berlaku di Luar Negeri. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, 
yaitu : 
a. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaa, dan  
b. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.  
Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti 
memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat 
melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan..
16
  
Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum 
pada jaminan materiil, yaitu : 
1) Hak mutlak atas suatu benda 
2) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu 
3) Dapat dipertahankan terhadap siapa pun 
4) Selalu mengikuti bendanya, dan 
5) Dapat dialihkan kepada pihak lain.17  
Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu : 
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1. Gadai  
Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata pand (bahasa Belanda) 
atau pledge atau  
Pawn (bahasa Inggris). Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 
KUHperdata yang menyatakan bahwa gadai adalah 
“suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang 
diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai 
jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur 
untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan 
mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya 
penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai 
kepemilikan atas penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, 




Subjek gadai terdiri atas dua pihak , yaitu pemberi gadai 
(pandgever) dan penerima gadai (pandnemer). Pemberi gadai adalah 
orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk 
benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman 
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uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur –unsur 
pemberi gadai, yaitu : 
(1) Orang atau badan hukum 
(2) Memberikan jaminan berupa benda bergerak 
(3) Kepada penerima gadai 
(4) Adanya pinjaman uang 
Penerima gadai adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai 
sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai. 
Adapun objek gadai yaitu benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi 
dua macam, yaitu benda berujud dan tidak berujud. Benda bergerak berujud 
adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam 
benda bergerak berujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Benda 
bergerak yang tidak berujud, seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak 
memungut hasil atas benda dan atas piutang.
19
  
2. Hak Tanggungan  
Hak tanggungan adalah jaminan yang adanya karena perjanjian lebih 
dahulu antara kreditur dengan debitur. Jaminan yang/lahirnya karena 
                                                             
19 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta, PT RajaGrafindo 





perjanjian ini akan menimbulkan jaminan khusus yang berupa jaminan 
kebendaan yaitu hak tanggungan/hipotik.
20
 
Sedangkan menurut Prof. Budi Harsono dalam buku Salim HS 
mengartikan hak tanggungan adalah pengusaan hak atas tanah, berisi 
kewenangan bagi kreditur untuk berupa sesuatu mengenai tanah yang dijadikan 
agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai  secara fisik dan digunakan, melainkan 
untuk menjualnya jika debitur cedera janji mengambil dari  seluruh hasilnya atau 
sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.
21
 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 ayat 1 
disebutkan pengertian hak tanggungan:  
“Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 
tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria berikut atau 
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 
tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan 




Subjek hak tanggungan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 
Undang-Undang Nomor  4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Dalam kedua 
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pasal itu ditentukan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum dalam pembebanan 
hak tanggungan adalah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. 
Pemberi hak tanggungan dapat perorangan atau badan hukum, yang mempunyai 
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. 
Pemegang hak tanggungan terdiri dari perorangan atau badan hukum, yang 
berkedudukan sebagai pihak berpiutang. Biasanya dalam praktik pemberi hak 
tanggungan disebut dengan debitur, sedangkan penerima hak tanggungan disebut 
dengan istilah kreditur.  
Sedangkan objek hak tanggungan hanya meliputi hak-hak atas tanah saja 
tidak meliputi benda-benda yang melekat dengan tanah, seperti bangunan, 
tanaman segala sesuatu di atas tanah. Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 
Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1996 telah ditunjuk secara tegas hak atas 
tanah yang dapat dijadikan jaminan hutang. Ada lima jenis hak atas tanah yang 
dapat dijaminkan dengan hak tanggungan, yaitu: 
1) Hak milik 
2) Hak Guna Usaha 
3) Hak Guna Bangunan 
4) Hak pakai, baik hak milik maupun hak atas negara 
5) Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada 
atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan 








3. Jaminan Fidusia 
Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie, sedangkan 
dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya 
kepercayaan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah: 
“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang 
diadakan tersebut tetap dalam penguasaan benda itu.”
24
 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor  42 Tahun 1999 tentang 
jaminan fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak 
yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan 
mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang 42 
Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan 
pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia 
dibagi menjadi 2 macam, yaitu 
a. Benda bergerak, baik yang berujud maupun tidak berujud, dan 
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b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak 
tanggungan.  
Sedangkan subjek dari jaminan fidusia adalah orang perorangan atau 
korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan  
penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai 
piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.  
4. Hipotek atas kapal laut 
Ada 2  kata yang tercantum dalam istilah hiptek kapal laut, yaitu kata 
hipotek dan kapal laut. Masing-masing istilah tersebut mempunyai konsepsi yang 
berbeda antara satu sama lain. Pengertian hipotek dapat dilihat dalam Pasal 1162 
KUH Perdata yang menyatakan bahwa hipotek adalah: 
“Suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk 
mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan bagi suatu 
perikatan.” 
 Sedangkan pengertian kapal laut dapat kita baca dalam Pasal 1 angka 
(2) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor  21 Tahun 1992 tentang pelayaran. 
Kapal adalah: 
“Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan dengan 
tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang 
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan laut, serta alat 




Objek hipotek diatur dalam Pasal 1164 KUH Perdata, Yaitu: 
1) Benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahtangankan beserta segala 
perlengkapannya 
2) Hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya 
3) Hak numpang karang dan hak usaha 
4) Bunga tanah, baik yang dibayar dengan uang maupun yang harus dibayar 
dengan hasil tanah 
5) Bunga seperti semula 




3. Syarat-Syarat dan Manfaat Benda Jaminan 
Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada 
lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Namun benda yang dapat 
dijaminakn adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-
syarat benda jaminan yang baik adalah: 
a. Dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu oleh pihak yang 
memerlukannya; 
b. Tidak melemahkan potensi(kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau 
meneruskan usahanya; 
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c. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan 
setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan 
untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.  
Jaminan mempunyai kedudukan penting dan manfaat yang sangat penting 
dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat 
membeikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah : 
1)  Terujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup 
2) Memberikan kepastian hukum bagi kreditur. 
Bagi debitur manfaatnya adalah dengan adanya benda jaminan itu dapat 
memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan 
usahanya.  
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Perorangan 
1. Pengertian Jaminan Perorangan 
Jaminan perorangan atau jaminan pribdi adalah jaminan seorang pihak 
ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari 
debitur. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perorangan adalah suatu 
perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, 
yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Ia 
bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) sepengetahuan si berutang tersebut.  
Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan 
kewajiban-kewajiban si berutang, yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau 




bisa disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) 
putusan pengadilan. 
Menurut Sri Soedewi Masjchone Sofyan dalam buku Salim HS 
mengartikan bahwa jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan 
hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan 
terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.
26
  
2. Jenis Jaminan Perorangan 
Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu : 
a. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih 
b. Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung menanggung renteng, 
dan 
c. Akibat hak dari tanggung renteng pasif 
d. Perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna 
kepentingan pihak ketiga.  
Istilah garansi bank berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu bank 
garantie. Pengertian garansi bank menurut Pasal 1 surat keputusan Direksi Bank 
Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UUPB tentang pemberian jaminan oleh bank 
dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan non ban. Garansi bank adalah 
“Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga 
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keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak 
yang menerima jaminan apabila pihak yang menerima jaminan cedera janji.” 
Jaminan yang diberikan oleh pihak bank dapat dibedakan menjadi 3 
macam, yaitu : 
1) Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga 
keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap 
pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cedera janji 
(wanprestasi) 
2) Jaminan dalam bentuk tanda tangan kedua dan seterusnya atas surat-surat 
berharga seperti aval dan endosemen yang dapat menimbulkan kewajiban 
membayar bagi bank atau lembaga keuangan non bank apabila pihak yang 
dijamin melakukan cedera janji (wanprestasi), dan 
3) Jaminan lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat 




3. Para Pihak Dalam Jaminan dan Personal Guarantee 
Para pihak yang terkait dalam jaminan antara lain : 
a. Pihak Kreditur, dalam hal ini pihak bank sebagai kreditur wajib melakukan 
analisa terhadap suatu permohonan yang diajukan pihak debitur. Pentingnya 
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melakukan analisa agar tidak terjadi kredit macet dengan menggunakan 
metode 5C 
b. Pihak Debitur, yaitu pihak yang menjadi pemohon kredit wajib 
menyampaikan permohonan kepada pihak bank atau kreditur sehingga pihak 
kreditur dapat menentukan kelayakan untuk permohonan kreditnya. Debitur 
harus jujur, beri’tikad baik dan tidak menyulitkan pihak kreditur dikemudian 
hari.  
c. Pemberi jaminan sebagai pihak ketiga, yaitu orang yamng menjadi 
penanggung hutang antara debitur dengan kreditur. 
d. Personal guarantee, yaitu penanggung atau penjamin yang diatur dalam Pasal 
1820-1850 KUHPerdata. Maka sesuai dengan Pasal 1820 yang menyatakan 
bahwa “penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak 
ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi 
perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.
28
 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan untu 
melakukan pengikatan personal guarantee, namun dalam praktek perkreditan 
perbankan, personal guarantee dilakukan secara tegas dan tertulis. Hal ini 
dilakukan pihakb bank agar memudahkan pembuktian jika terjadi wanprestasi. 
Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya suatu jaminan personal guarantee 
adalah sebagai berikut : 
1) Hapusnya atau berakhirnya perjanjian pokok 
                                                             




2) Perjanjian penanggungan dapat juga hapus sekalipun perjanjian pokok 
tetap masih ada 
3) Perjanjian personal guarantee ini berakhir jika debitur telah membayar 
kepada kreditur sekalipun benda yang dibayarkan itu bukan milik debitur 







A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu 
penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menentukan kebenaran 
dengan menggunakan metode berpikir induktif  dan kriterium kebenaran koresponden 
serta fakta yang digunakan untuk proses induksi dan pengujian kebenaran 
koresponden adalah fakta yang mutahir. 
Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, dengan cara mendapat dan mencari 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum yang 
menjadi objek penelitian. 
B. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini mengambil lokasi dalam hukum Kabupaten Bantaeng, 
khususnya di Bank BRI UnitBanyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng 
dengan pertimbangan bahwa objek kasus yang dijadikan bahan analisis terjadi di BRI  
Unit Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. 
C. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute 
Approach) dan Pendekatan kasus (case Approach). Pendekatan perundang-undangan 
dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut 




perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara 
undang-undang yang satu dengan yang lainnya. 
Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan 
dengan isu hukum yang dihadapi.  
D. Sumber Data  
Sumber data dalam penelitian yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis 
data, yaitu : 
a.  Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden seperti 
pegawai Bank yang ada pada Bank BRI Unit Banyorang Kecamtan Tompobulu 
Kabupaten Bantaeng. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari  tempat  penelitian penulis dan 
sumber-sumber pendukung lainnya yang telah ditentukan.   
E. Metode Pengumpulan Data 
  Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Untuk data primer pengumpulan datanya adalah wawancara kepada responden 
yang telah ditentukan. 
2. Untuk data sekunder pengumpula datanya adalah penyususan dokumen atau 
buku yang relevan dengan penelitian ini. 
F. Instrumen Penelitian  
  Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut : 
a. Peneliti sebagai instumen utama 




c. Handphone untuk dokumentasi dan recording 
d. Buku catatan 
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu 
kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif 
guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif 
menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum BRI Unit Banyorang 
BRI adalah salah satu Bank besar milik Pemerintah Pusat Republik Indonesia 
yang bergerak di bidang jasa keuangan. BRI sudah berdiri sebelum Indonesia 
Merdeka tepatnya pada tahun 1895. Sebelum berganti nama menjadi BRI, bank 
ini bernama   “De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” 
yang berarti “ Bank bantuan dan simpanan milik kaum priyayi purwokerto” . 
Diberi nama ini karena BRI pertama kali berdiri di Purwokerto atau yang sering 
dijuluki “Kota Satria”. 
1
 
BRI tidak lepas dari peran salah satu tokoh bernama Raden Bei Aria 
Wiraatmaja, dia merupakan pendiri BRI pada masa itu bertepatan dengan tanggal 
16 Desember 1895. Dan sekarang sudah memiliki berbagai cabang disetiap 
daerah di seluruh Indonesia, salah satu BRI Unit  berlokasi di Jalan Pendidikan, 
Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabuapten Bantaeng, Sulawesi 
Selatan.  




1. Kepala Unit   : Nazril Afriandy 
2. Marketing (Mantri)  : a. Sul Fikal 
                                                             
1 https://www.google.com/search?q=sejarah%20BRI&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a 
2 Hasrul Aziz , Staff Marketing BRI Unit Banyorang, Wawancara, Bantaeng,  06 Juli 2018 
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  b. Chaerul Akbar 
  c. Hasrul Azis  
  d. Bayu Setiawan Susworo 
  e. Akhmad Wildan 
  f. Moh faisal 
  3.  Frontliner 
       a. Teller    : Lasmini 
       b. Customer Servis  : Zul Kifli Rauf 
       c. PA Kur    : Achmad Kurnia 
       d. Satpam    : Awaluddin 
  4.  Penjaga Aset   : Asman 
5.  Cleaning Servis  : Firman  
Gambar 4.1 
STRUKTUR ORGANISASI 
BRI UNIT BANYORANG 












FRONTLINER PENJAGA ASET DAN  
CLEANING SERVIS 





 Adapun tugas dari jabatan diatas adalah, sebagai berikut : 
1. Kepala Unit  
  Petugas Bank yang diberi tanggung jawab dan wewenang  untuk 
memimpin atau mengelola suatu usaha BRI Unit. 
2. Mantri (Marketing) 
  Petugas BRI Unit yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk 
dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan atau kunjungan untuk kegiatan 
pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya. 
3.  Teller 
a. Membuat aplikasi tambahan kas awal dan menerima uang dari 
supervisor 
b. Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda 
setorannya 
c. Membayar uang kepada nasabah yang berhak 
d. Meneliti kesahan bukti kas yang diterima 
e. Mengesahkan dalam OLSIB dan menandatangani bukti kas atas 
transaksi tunai dalam batas wewenangnya.   
4. Customer Servis  
a. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan 
pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito dan 
permohonan nasabah lainnya. 
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b. Memberikan informasi sejelas mungkin mengenai berbagai produk 
dan jasa yang ingin diminati dan diketahui nasabah atau calon 
nasabah. 
c. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampikan 
nasabah. 
d. Mengadministrasikan daftar hitam bank Indonesia dan daftar 
rehabilitas nasabah serta file nasabah.  
e. Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan 
bilyet giro serta surat kuasa. 
f. Menginformasikan tentang saldo dan mutasi nasabah. 
5. PA KUR 
 Menangani KUR mikronya BRI. 
6. Satpam  
a. Menjaga keamanan bank baik diluar maupun didalam 
b. Mengatur kerapihan wilayah parkir perbankan 
c. Memberikan pelayanan pengawalan parkir kepada nasabah 
d. Menjadi navigator di bank seperti mengarahkan nasabah pada saat 
transaksi 
e. Membantu nasabah mengarahkan pengisian form transaksi 
f. Membantu nasabah yang kesulitan dalam pengisian formulir transaksi 
g. Memantau ketersediaan form yang ada di bank 
h. Mengatur antrian di cabang. 
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7. Penjaga Aset dan Cleaning Servis 
  Penjaga aset bertugas untuk jaga malam di Bank sedangkan cleaning 
servis berugas membersihkan bank dan seluruh ruangan-ruangannya.  




 “ Menjadi The Most valuable bank di Asia Tenggara dan honk to the 
best talent ” 
 MISI  
1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 
mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil dan 
menegah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 
2. Memberikan pelayanan prima dengan focus kepada nasabah 
melalui sumber daya manusia yang professional dan memiliki 
budaya berbasis kinerja ( Performance Driver culture ), tekhnologi 
informasi yang handal dan Future Ready, jaringan kerja 
konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan 
prinsip Operational dan Risk Management Excelence.  
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-
pihak yang berkepentingan (Stakeholder), dengan memperhatikan 
                                                             
3
 Hasrul Azis, staff  Marketing  BRI Unit Banyorang, Wawancara, Bantaeng, 06 Juli 2018 
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prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik Good Corporate 
Governance yang sangat baik.  
B. Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Personal Guarantee  
  Hukum sebagai himpunan perundang-undangan yang mengatur tata 
tertib suatu masyarakat dibuat untuk ditaati masyarakat demi terciptanya 
kepastian hukum yang dapat menjamin rasa keadilan dan perlindungan 
kepentingan di dalam masyarakat.
4
 Dalam setiap memberikan kredit 
kepada nasabahnya, bank selalu menghadapi suatu resiko, yaitu tidak 
kembalinya uang yang dipinjamkan pada nasabah. Oleh karena itu, 
keadaan dan perkembangan usaha nasabah diikuti terus menerus mulai 
saat kredit diberikan sampai kredit dilunasi. Dalam hal menganalisis 
kredit. Pertama-tama kita harus melihan kemauan dan kemampuan 
nasabah tersebut untuk memenuhi semua kewajibannya karena begitu 
banyak resiko yang mungkin diterima bank sebagai akibat dari penyaluran 
kredit. Oleh karena itu pihak bank harus memperhatikan beberapa asas-
asas perkreditan secara sehat, yaitu sebagai berikut : 
a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian 
tertulis 
                                                             
4
 Arief Sidharta,2007,Meuwissen Tentang  Pengembangan Hukum,Ilmu Hukum, Teori  
Hukum Dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung 
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b. Bank tidak diperkenankan memberikan kepada usaha yang sejak awal 
telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian 
kedepannya 
c. Bank tidak diperkenankan memberi kredit untuk pembelian saham, dan 
modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli usaha, atau 
d. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit 
(Legallending Limit). 
Prosedur pemberian kredit pada prinsipnya tidak setiap nasabah bank 
dapat di berikan garansi bank oleh lembaga perbankan maupun lembaga 
keuangan nonbank. Tetapi nasabah yang dapat diberikan garansi bank 
adalah para nasabah yang telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan. 
Setiap nasabah yang ingin mendapatkan garansi bank, maka nasabah harus 
mengajukan permohonan kepada lembaga perbankan atau keuangan 
nonbank. Dalam permohonan tersebut nasabah harus mengemukakan 
alasan-alasan dan tujuan penggunaan garansi bank tersebut. Permohonan 
tersebut harus dilampirkan syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Adanya permintaan dari pihak ketiga 
b. Bank mensyaratkan adanya provisi dari debitur untuk perutangan 
dengan siapa ia mengikatkan dirinya 




 Setelah prosedur dan syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh nasabah, 
maka bank melakukan penelitian dan peneleaahan terhadap nasabah. 
Penelitian dan penelaahan pada hakikatnya sama dengan penelaahan yang 
dilakukan dalam pemberian kredit. Hal-hal ini yang akan diteliti dan 
ditelaah adalah sebagai berikut : 
1. Meneliti bonafiditas pihak yang dijamin 
2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga 
diberikan jaminan yang sesuai 
3. Menilai jumlah jaminan akan diberikan menurut kemampuan bank 
4. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan 
kontra jaminan yang cukup sesuain dengan kemungkinan terjadinya 
resiko.  
      Yang dimaksud dengan kontra jaminan yang cukup adalah kontra 
jaminan yang diperoleh dari pihak yang dijamin yang mempunyai nilai yang 
memadai untuk menanggung kerugiaan yang mungkin diderita oleh 
bank/lembaga keuangan nonbank apabila pemberian jaminan tersebut pada 
waktunya direalisasi. Sifat dari kontra jaminan tersebut dapat berupa 
jaminan materiil atau imateriil tergantung pada penelitian bank/lembaga 
keuangan nonbank atas kemungkinan terjadinya resiko. 
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  Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka bank atau lembaga 
keuangan non bank dapat menentukan apakah permohonan ditolak atau 
diterima. Apabila permohonan tersebut diterima, maka bank dan lembaga 
keuangan non bank dapat menerbitkan garansi bank. Besarnya garansi bank 
yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan non bank kepada nasabah 
adalah sama besarnya nilai jaminan yang diberikan nasabah.
5
    
Sedangkan berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan 
salah satu staf marketing BRI Unit Banyorang, kecamatan Tompobulu, 
Kabupaten Bantaeng pada hari Jum’at 06 Juli 2018, bahwa prosedur 




a. Memasukkan berkas diantaranya 
1. Foto Copy KTP 
2. Foto Copy Kartu Keluarga 
3. Surat keterangan usaha 
b. Apabila berdasarkan data atau informasi yang disampaikan calon 
nasabah atau calon debitur dinilai mempunyai reputasi dan prospek 
bisnis yang baik dan dapat dipercaya, maka “ Business Unit” 
                                                             
5
 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta, PT RajaGrafindo 
Persada,2004) hal 229 
 
6
 Sulfikal, staff Marketing BRI Unit Banyorang, Wawancara, Bantaeng 06 juli 2018 
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menyampaikan rekomendasi kepada “ Credit Risk” management 
area dalam bentuk nota 
c. Apabila si calon nasabah mempunyai karakter yang baik akan 
diberikan kredit tetapi sebelum diberikan kredit salah satu staffnya 
melakukan peninjauan terhadap usaha yang dijalankan si calon 
kreditur apakah usaha tersebut benar-benar berjalan dengan baik 
dan dapat dipercayai untuk diberikan kredit. 
d. Credit Risk Management Area, berdasarkan nota tersebut 
melakukan evaluasi atas fasilitas kredit yang diajukan dan 
menyajikannya dalam bentuk “Kredit Report” 
e. Berdasarkan evaluasi dari “Credit Risk” management area, apabila 
permohonan kredit tersebut dapat disetujui maka selanjutnya “ 
Credit Risk” Management Area menandatangani “Credit Approval” 
bersama-sama dengan “Business Unit” pada “ Level Authority” 
yang sama 
f. “Business Unit” membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan 
atas persetujuan yang di berikan (Offering Letter) kepada nasabah 
dengan tembusan disampaikan kepada Credit Risk Management 
untuk dipersiapkan perjanjian kreditnya.  
Dalam pemberin kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syari’ah. Bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan 
dalam pasal ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 
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berbunyi , Pasal 8 Ayat 1 “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syari’ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan 
berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan/atau 
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. Pasal 8 
ayat (2) “ Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman 
perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah  sesuai  dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”
7
 .  
 Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 Ayat (2) 
dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan 
prinsip syari’ah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki 
dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah 
sebagai berikut : 
a. Pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah 
di buat dalam bentuk perjanjian tertulis 
b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan 
kesanggupan nasabah debitor antara lain diperoleh dari 
penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal 
agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitor 
c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur 
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah 
                                                             
7
 Hermansyah,Hukum Perbankan Nasional Indonesia,Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 62 
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d. Kewajiban bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syari’ah dengan persyaratan yang berbeda 
kepada nasabah debitor dan/atau pihak-pihak yang terafilasi 
e. Penyelesaian sengketa.8  
C. Hak dan Kewajiban Penjamin Pada BRI Unit Banyorang 
  Berdasarkan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak-
hak keistimewaan yang dimiliki oleh si penjamin adalah sebagai berikut 
ini : 
1. Hak si penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan 
dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Dan apabila hasil 
eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka harta si 
penjamin yang kemudian akan di eksekusi hartanya; 
2. Hak si penjamin untuk tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan 
debitur secara tanggung menanggung. Dengan kata lain dalam hak ini 
ada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama 
debitur dalam suatu perjanjian secara jamin menjamin. Dan penjamin 
yang telah mengikatkan dirinya bersama-sama debitur dalam suatu akta 
perjanjian dapat dituntut oleh si kreditur untuk tanggung menanggung 
bersama debiturnya masing-masing untuk keseluruhan utang; 
3. Hak si penjamin untuk mengajukan tangkisan yang tertuang dalam 
Pasal 1849 dan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak 
                                                             
8
 Hermansyah,Hukum Perbankan Nasional Indonesia,Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 63 
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ini lahir dari perjanjian penjaminan. Dalam hak ini penjamin memiliki 
hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur 
kepada kreditur terkecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadinya 
debitur (tertuang dalam Pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata); 
4. Hak si penjamin untuk membagi utang. Dalam hak ini dimaksudkan 
bahwa apabila dalam suatu perjanjian penjaminan ada beberapa 
penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitur dan 
utang yang sama maka setiap penjamin terikat untuk keseluruhan 
utang; 
5. Hak si penjamin untuk diberhentikan dari penjamin. Dalam pengertian 
bahwa seorang penjamin berhak meminta kepada kreditur untuk 
dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin jika terdapat 
alasan untuk itu. 
Berdasarkan  hasil penelitian melalui wawancara dengan salah satu 
staff  Marketing BRI Unit Banyorang,Kecamatan Tompobulu, Kabupaten 
Bantaeng Pada hari Senin 09 Juli 2018 dijelaskan bahwa hak dan kewajiban 
penjamin yaitu, kewajiban penjamin atau personal guarantee pada BRI Unit 
Banyorang adalah : 
a. Penjamin dalam hal ini memiliki kewajiban istimewa dalam hal 
mengambil kredit yaitu dimana penjamin adalah seorang cadangan 
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yang bertanggung jawab membayar utang ketika debitur sudah 
tidak punya kemampuan untuk membayar utangnya.  
b. Penjamin beralih ke ahli waris, bila mana penjamin meninggal 
dunia maka kewajibannya akan berpindah ke ahli warisnya. 
c. Kewajiban penjamin bersifat Subsider yaitu kewajiban pemenuhan 
utang debitur terjadi apabila debitur tidak punya kemampuan untuk 
membayar utangnya. 
d. Perjanjian Borgtocht bersifat tegas yaitu bahwa seorang penjamin 





                                                             
9







Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis 
Terhadap Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Personal 
Guarantee pada BRI Unit Banyorang, Kecamatan Tompobulu, 
Kabupaten Bantaeng. Di peroleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Prosedur pemberian kredit di BRI Unit Banyorang adalah pertama-
tama memasukkan berkas seperti Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu 
Keluarga setelah itu berdasarkan data atau informasi yang telah 
disampaikan oleh calon nasabah dan di nilai mempunyai prospek 
bisnis yang baik dan dapat dipercaya maka “Business Unit” 
menyampaikan rekomendasi kepada “Credit Risk”  dalam bentuk 
nota, setelah diperiksa dengan seksama maka salah satu staff 
marketing yang memang bertugas untuk melakukan peninjauan 
lapangan segera meninjau usaha yang dijalankan si calon nasabah 
apa benar layak dan dapat dipercaya untuk diberikan kredit. Apabila 
permohonannya diterima, maka pihak bank dapat menerbitkan 
garansi bank. Besarnya garansi bank yang diberikan bank adalah 
sama besarnya nilai jaminan yang diberikan nasabah.  
2. Kewajiban penjamin adalah penjamin memiliki kewajiban istimewa 




seorang cadangan yang bertanggung jawab membayar utang ketika 
debitur sudah tidak mampu lagi membayar utangnya. Penjamin 
beralih ke ahli waris jika bila mana penjamin meninggal dunia. 
Sedangkan haknya yaitu penjamin menuntut agar  harta kekayaan 
debitur disita dan dipakai untuk membayar utangnya dan hak 
penjamin juga dapat diberhentikan sebagai penjamin jika 
mempunyai alasan yang kuat di kedudukannya itu.  
B.  Implikasi Penelitian 
1. Prosedur pemberian kredit di BRI Unit Banyorang yang 
diberlakukan baik dan menurut penulis prosedur tersebut masih bisa 
ditingkatkan lagi agar  kerugian yang terjadi antara pihak bank atau 
nasabah dapat berkurang. Sehingga baik pihak bank atau nasabah 
sama-sama diuntungkan dan dapat saling mempercayai kembali 
ketika nasabah tersebut mau mengambil kredit lagi.  
2. pihak bank harus lebih pandai dalam memberikan kredit dengan 
jaminan personal guarantee agar hak dan kewajiban penjamin dapat 
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1. Bagaimana pendapat bapak Tentang Kredit Bank Di BRI Unit Banyorang? 
2. Bagaimana pendapat bapak tentang struktural Kredit di BRI Unit Banyorang? 
3. Apa saja dasar hukum yang digunakan dalam pemberian Kredit Bank dengan 
Jaminan Personal Guaranteedi BRI Unit Banyorang ? 
4. Apakah pendapat bapak tentang efektivitas penerapan dasar hukum 
permberian Kredit dengan Jaminan Personal Guarantee di BRI Unit 
Banyorang ? 
5. Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan peronal Guarantee di 
BRI unit Banyorang ?  
6. Bagaimana Hak dan Kewajiban antara Pihak bank dan Penjamin Pada di BRI 
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